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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stunting merupakan suatu kondisi pada anak dengan gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan panjang atau tinggi 

badannya berada di bawah standar sebagai akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi 

berulang (Perpres RI, 2021). Stunting ini telah menjadi masalah global dewasa ini 

(Verma and Prasad, 2021). Laporan WHO menyebutkan bahwa kasus balita stunting 

di dunia tahun 2022 masih cukup tinggi yakni 154,3 juta anak (22,3%). Dari jumlah 

tersebut, 76,61 juta anak (22,3%) dari Asia. Sementara itu, di Asia Tenggara terdapat 

14,44 juta anak (26,44%) mengalami stunting (WHO, 2022). Menurut laporan Asian 

Development Bank tahun 2022, prevalensi balita stunting Indonesia merupakan yang 

tertinggi kedua (31%) di Asia Tenggara setelah Timor Leste (ADB, 2023). 

Prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, walaupun ada 

kecenderungan menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018 

prevalensinya sebesar 30,8%, menurun ditahun 2019, 2021 dan 2022 masing-

masing 27,7%, 24,4% dan 21,6% (Riskesdas, 2018); Kemenkes, 2021; (Kemenkes, 

2022). Fenomena yang sama juga terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah. Pada 

tahun 2018,  prevalensi stuntingnya sebesar 32,3%  dan cenderung menurun 

menjadi  31,3% pada tahun 2019 dan 29,7% pada tahun 2021 serta 28,2% pada 

tahun 2022 (Riskesdas, 2018);(Kemenkes, 2021); (Kemenkes, 2022). Demikian pula 

halnya dengan Kabupaten Banggai. Pada tahun 2019, prevalensi stunting                               

di kabupaten ini sebesar 29,96%, turun menjadi 26% dan 24,3% masing-masing 

pada tahun 2021 dan 2022 (Riskesdas, 2018);(Kemenkes, 2021); (Kemenkes, 2022). 

Dari fakta tersebut memperlihatkan bahwa prevalensi stunting secara nasional masih 

lebih tinggi daripada yang ditargetkan oleh WHO yaitu dibawah 20% (World Health 

Organization, 2021). Sementara itu, khusus Provinsi Sulawesi Tengah dan 

Kabupaten Banggai walaupun ada kecenderungan menurun, namun masih belum 

mencapai target nasional penurunan stunting yang termuat dalam RPJMN dan 

Renstra Kemenkes tahun 2022 sebesar 18,4% (Kementerian Kesehatan RI., 2020). 

Di Kecamatan Batui Selatan, prevalensi stunting sebesar 8,45%, underweight 

15,63%, dan wasting 3,64%, namun proporsi balita yang diukur baru mencapai 

78,22%, artinya masih ada balita yang belum diketahui status gizinya (Dinkes 

Kabupaten Banggai, 2023). 

Stunting memiliki pengaruh yang signifikan pada morbiditas dan mortalitas 

anak (Khan, Zaheer and Safdar, 2019)(Berhe et al., 2019) (Saleh et al., 2021). 

Dilaporkan bahwa Afrika sub Sahara menjadi wilayah dengan tingkat kematian 

tertinggi yaitu 76 kematian dari 1.000 kelahiran hidup (Afework, Mengesha and 
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Wachamo, 2021). Selain itu, stunting juga mempunyai efek jangka pendek dan 

panjang yang sangat merugikan (Khan, Zaheer and Safdar, 2019) (Berhe et al., 

2019); (Saleh et al., 2021) (Wali, Agho and Renzaho, 2021). Berbagai macam efek 

jangka pendek yang ditimbulkan seperti gangguan perkembangan otak, gangguan 

perkembangan kognitif, gangguan pertumbuhan fisik, meningkatkan risiko infeksi, 

dan gangguan metabolisme tubuh (Khan, Zaheer and Safdar, 2019)(Saleh et al., 

2021)(Putri, Nuzuliana and Kurniawati, 2019) (Win et al., 2022). Sementara itu efek 

jangka panjang yang ditimbulkan adalah buruknya prestasi belajar anak, penurunan 

rendahnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan mental, penurunan kognisi, 

rendahnya daya tahan tubuh, dan munculnya penyakit kronis, seperti : diabetes, 

jantung, stroke, kanker, penyakit kardiovaskuler dan kecacatan (Khan, Zaheer and 

Safdar, 2019) (García Cruz et al., 2017) (Berhe et al., 2019) (Saleh et al., 2021) (Putri, 

Nuzuliana and Kurniawati, 2019) (Aguayo and Menon, 2016) (Bukusuba, Kaaya and 

Atukwase, 2017). Efek jangka panjang lainnya seperti di Negara Rwanda yang 

kehilangan lebih dari 48 Juta Dolar AS dari PDB 2012 sebagai akibat dari sekitar 

49% yang bekerja diusia 16-64 tahun yang menderita stunting pada masa anak-anak 

(Nshimyiryo et al., 2019). 

Organisasi kesehatan dunai (WHO) telah berupaya untuk mengurangi 

jumlah anak balita stunting sebesar 40% pada tahun 2025 (WHO, 2012). Hal yang 

sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang menargetkan penurunan balita 

stunting menjadi 14% pada tahun 2024 (Kementerian Kesehatan RI., 2020). Untuk 

mencapai target tersebut dan sebagai upaya pencegahan, pemerintah Indonesia 

bergabung dalam Global Scaling Up Nutrition (SUN) untuk memperkuat komitmen 

peningkatan gizi, juga meluncurkan strategi nasional (StraNas) untuk mempercepat 

penurunan dan pencegahan stunting (Gani et al., 2021), serta meluncurkan program 

intervensi gizi spesifik dan sensitif, dimana intervensi gizi spesifik mempunyai 

kontribusi sekitar 30% dalam menyelesaikan masalah stunting dan sekitar 70% 

penyelesaian masalah stunting dilaksanakan stakeholder yang lain (Luh et al., 2022). 

Intervensi gizi spesifik, sasaran  utamanya adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan 

melalui program 1000 HPK dimana periode ini anak mengalami peningkatan 

kebutuhan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, 

anak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pemrograman biologis (Berhe et al., 

2019) (Luh et al., 2022) (Hijrawati et al., 2021). Sementara itu, program sensetif 

melakukam intervensi diantaranya penyediaan air minum, sanitasi, kualitas 

pelayanan gizi melalui akses jaminan Kesehatan (JKN), penyediaan konseling 

pengasuhan, akses pangan non tunai (Luh et al., 2022).  

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan 

produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan 

percepatan penurunan stunting. Langkah nyata yang dilakukan Pemerintah adalah 

menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 
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Stunting. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan Strategi Nasional 

Percepatan Penurunan Stunting dengan Menyusun rencana aksi nasional melalui 

pendekatan keluara berisiko stunting. Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 

kabupatenfkota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan. Dalam rangka 

penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, dibentuk Tim Percepatan 

Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat, TPPS tingkat propinsi, TPPS tingkat 

kabupaten kota, TPPS tingkat kelurahan/desa (Perpres RI, 2021)                          

Dari sekian tingkatan TPPS menurut Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 

2021, TPPS tingkat kelurahan/desa merupakan garda terdepan dalam rangka upaya 

percepatan penurunan stunting (BKKBN RI, 2021). Menurut laporan percapatan 

penurunan stunting tahun 2022 dan rencana aksi tahun 2023 oleh BKKBN 

disebutkan bahwa TPPS sudah terbentuk 99,99% diseluruh Indonesia (BKKBN, 

2023). Namun demikian, berdasarkan pengamatan kami dilapangan, pemerintah 

desa belum bisa menunjukkan SK TPPS desa dan cenderung belum mengenal 

istilah tersebut. Pemerintah desa hanya mengenal Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) terkait dengan upaya percepatan 

penurunan stunting di desa. Dengan demikian, diduga bahwa program percepatan 

penurunan stunting belum terkoordinasi dengan baik. 

Laporan BKKBN tahun 2022 menunjukkan bahwa TPPS sudah terbantuk 

99,99% di seluruh desa di Indonesia. Namun demikian, capaian indikator layanan 

intervensi spesifik dan sensitif seperti yang termuat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 

2021 belum terpenuhi. Dari 9 indikator layanan spesifik, masih terdapat 1 indikator 

yang belum mencapai target dan 1 indikator yang perlu perhatian khusus. Pada 

indikator layanan sensitif, masih terdapat 5 indikator yang perlu mendapat perhatian 

khusus dari 11 indikator yang ada. Berdasarkan PerBKKBN Nomor 12 Tahun 2021, 

untuk capaian kluster data presisi terdapat 21 indikator yang datanya belum tersedia 

dari 38 indikator. Sementara itu, dari 42 indikator kluster data operasional, juga masih 

terdapat 21 indikator yang datanya belum tersedia (BKKBN, 2023). Fakta-fakta ini 

menunjukkan bahwa indikator keberhasilan percepatan penurunan stunting belum 

tercapai. Disisi lain, berdasarkan pengamatan kami dilapangan, pemerintah desa 

belum dapat menunjukkan SK TPPS desa dan cenderung belum mengenal istilah 

tersebut. Pemerintah desa hanya mengenal Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan 

Kader Pembangunan Manusia (KPM) terkait dengan upaya percepatan penurunan 

stunting di desa. Dengan demikian, patut diduga bahwa program percepatan 

penurunan stunting belum terlaksana dan terkoordinasi dengan baik. Dengan 

demikian, perlu pengembangan model TPPS desa yang diharapkan mempunyai 

daya ungkit terhadap kinerja TPPS desa. 

Penelitian yang mengkaji pengembangan model belum ada. Penelitian yang 

banyak dilakukan adalah aksi konvergesni intervensi sensitive dan spesik. Seperti 
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yang penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa aksi 

konvergen (integrasi intervensi sensitif dan spesifik) yang dilaksanakan pemerintah 

daerah selama 1 tahun berhasil menurunkan prevalensi stunting anak balita sebesar 

2,18% dan penurunan tertinggi (8,6%) pada anak di bawah 1 tahun (Gani et al., 

2021). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti pengembangan model 

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa di Kecamatan Batui Selatan 

Kabupaten Banggai? 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana memperoleh model Tim Percepatan 

Penurunan Stunting (TPPS) desa di Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh model Tim 

Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa di Kecamatan Batui Selatan 

Kabupaten Banggai. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Menilai kondisi sebelum terbentuk TPPS Desa di Kecamatan Batui Selatan 

Kabupaten Banggai. 

b. Menilai proses terbentuknya terbentuk TPPS Desa di Kecamatan Batui 

Selatan Kabupaten Banggai. 

c. Menilai kondisi setelah terbentuk TPPS Desa di Kecamatan Batui Selatan 

Kabupaten Banggai. 

d. Diperoleh model TPPS desa di Kecamatan Batui Selatan Kabupaten 

Banggai. 

3. Manfaat Penelitian 

a.  Dapat memberikan penguatan terhadap Tim Percepatan Penurunan 

Stunting (TPPS) desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya 

percepatan penurunan stunting. 

b. Dapat menjadi role model bagi desa/daerah lain dalam rangka percepatan 

penurunan stunting. 

c. Dapat menjadi bahan/informasi bagi pemerintah/instansi/stakeholder dalam 

pengambilan kebijakan terhadap pembentukan Tim Percepatan Penurunan 

Stunting (TPPS) desa. 
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1.4 Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia 

1. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Menurut Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2021 

a. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 

Percepatan Penurunan Stunting (PPS) adalah setiap upaya yang 

mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan 

secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama 

multisektor di pusat, daerah, dan desa. Kelompok sasaran dari PPS adalah: 

remaja, calon pengantin, ibu hamil,  ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan. 

Strategi Nasional PPS dlaksanakan untuk mencapai target 

pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang diukur pada anak 

berusia di bawah 5 (lima) tahun. Target antara yang harus dicapai sebesar 

14% pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

pada tahun 2030, ditetapkan 5 pilar strategi nasional PPS. Pilar-pilar tersebut 

dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, 

penanggung jawab, dan kementerian/Lembaga/pihak pendukung. Adapun 

ke 5 pilar tersebut meliputi : 

1). Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, 

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan 

Pemerintah Desa;  

2).  Komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;  

3). Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;  

4). Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, 

dan masyarakat; dan 

 5). Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan 

inovasi. 

Strategi nasional PPS dilaksankan dengan menyusun rencana aksi 

nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Rencana aksi 

tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan 

pimpinan kementerian/Lembaga terkait dan dilaksanakan oleh 

kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Rencana 

aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas paling sedikit mencakup :  

1). Penyediaan data keluarga berisiko stunting 

2). Pendampingan keluarga berisiko stunting 
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3). Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur 

(PUS) diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan 

nikah 

4). Surveilans keluarga berisiko stunting digunakan sebagai pertimbangan 

pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam PPS 

5). Audit kasus stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus 

stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus yang sama. 

b. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 

Strategi Nasional PPS dan rencana aksi nasional menjadi acuan 

bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan 

dalam rangka menyelenggarakan PPS.  

Pada tingkat desa, Pemerintah Desa mengoordinasikan dan 

melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa dengan 

memprioritaskan penggunaan dana desa dan mengoptimalkan program dan 

kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan PPS. 

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada 

Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan 

kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan 

Stunting di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting 

(TPPS) yang terdiri atas pengarah dan pelaksana. Ketua pengarah adalah 

Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketua pelaksana adalah  Kepala 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pengarah dalam 

melaksanakan tugasnya dapat melakukan rapat 1 kali setahun atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait 

penetapan kebijakan penyelenggaraan PPS. Pengarah juga memberikan 

pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan 

hambatan penyelenggaraan PPS serta memberikan lapotan terkait PPS 

kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu 

apabila diperlukan. 

Sementara itu, tugas pelaksana adalah menyiapkan perumusan 

rencana aksi nasional penyelenggaraan PPS; melakukan koordinasi, 

sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan PPS pada Kementerian, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan; menyiapkan perumusan 
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penyelesaian kendala dan hambatan PPS; mengoordinasikan Pemantauan 

dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; 

mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 

manusia kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan PPS; 

mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan 

Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan PPS. 

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting 

di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan 

Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan yang bertugas 

mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan. Susunan 

keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa / kelurahan di 

sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/ kelurahan. Tim Percepatan 

Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan tenaga kesehatan 

paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan 

lingkungan; penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana; dan tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (TP-PKK); serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa 

(PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), 

kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya. 

2. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Menurut PerBKKBN Nomor 12 

Tahun 2021 

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana 

Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting setidaknya menggunakan tiga 

pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh 

kegiatan percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan 

berdampak pada penurunan Stunting secara signifikan. Tiga pendekatan 

tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan 

multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko Stunting.  


